








Berdasarkan hasil analasis yang dilakukan terhadap pembahasan dalam 
penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan klausula baku pada nota jual-beli bahan bangunan 
melanggar asas keseimbangan kepentingan karena pelaku usaha 
memaksa konsumen untuk menerima barang yang sudah dibeli dan 
tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun yang dicantumkan 
dalam klausula baku dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha 
tanpa ikut serta dari konsumen. Prinsip keseimbangan kepentingan 
sangat diperlukan dalam perjanjian demi tercapainya kedudukan para 
pihak yang seimbang sehingga tidak ada salah satu pihak mengganggu 
kepentingan pihak yang lain. Prinsip keseimbangan kepentingan juga 
menunjang para pihak untuk bersama-sama melakukan kewajibannya 
sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. 
2. Pencantuman klausula baku pada nota jual-beli bahan bangunan tidak 
sesuai dengan syarat pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat 
(1) huruf B UUPK. Pelaku usaha toko yang menjual bahan bangunan 
beralasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut bahkan sengaja 





memperkecil kerugian yang mungkin timbul karena adanya 
pengembalian barang yang sudah dibeli yang disebabkan tidak 
sesuainya barang yang diterima. Klausula baku “barang yang sudah 
dibeli, tidak dapat dikembalikan lagi” melanggar ketentuan Pasal 18 




Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Perjanjian, dalam hal ini jual-beli harus mengedepankan adanya 
prinsip keseimbangan kepentingan karena prinsip ini mewajibkan para 
pihak dalam keadaan seimbang sehingga dapat melakukan perjanjian 
tanpa adanya paksaan. Kedua belah pihak tentunya tidak dibenarkan 
hanya ingin mendapat keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. 
Untuk memperbaiki keseimbangan kedudukan antara para pihak 
kegiatan jual beli seharusnya pelaku usaha toko bangunan dalam 
membuat klausula baku harus mengacu pada Pasal 18 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha toko bangunan dan konsumen 
sama-sama memiliki kepentingan yang harus dihormati satu sama lain, 
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan jual beli memiliki kedudukan 





saling mendominasi dan menyebabkan pihak lain dirugikan. Sudah 
sepatutnya kedudukan para pihak seimbang guna tercapainya 
kepentingan , aman, tertib dan tentram. 
2. Pencantuman klausula baku yang bersifat menghapuskan tanggung 
jawab pelaku usaha ini sudah seharusnya dikontrol oleh suatu lembaga 
khusus yang fungsinya mengawasi pencantuman klausula baku yang 
bersifat menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha tersebut karena 
sampai saat ini belum ada lembaga ataupun pejabat berwenang yang 
dapat mengontrol pencantuman klausula baku yang seperti ini. Seperti 
yang sudah dijelaskan pada pembahasan Lembaga Konsumen tidak 
memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pencegahan ataupun 
tindakan secara langsung terhadap pelaku usaha yang mencantumkan 
klausula baku yang bersifat menghapuskan kewajiban pelaku usaha. 
Lembaga Konsumen harus bekerja sama dengan lembaga lain untuk 
melakukan pencegahan dan hanya sebatas sosialisasi. Pemerintah 
sudah seharusnya menambah kewenangan lembaga perlindungan 
konsumen sehingga dapat mengambil tindakan langsung berupa 
penerapan sanksi-sanksi hukum maupun pencegahan terhadap 
pencantuman klausula baku tanpa harus ikut serta maupun kerja sama 
terlebih dahulu dengan lembaga lain. Selain itu pelaku usaha sudah 
sepatutnya untuk sadar hukum dan mau mengikuti aturan aturan yang 





aktif sosialisasi yang dilakukan baik oleh Lembaga Konsumen maupun 
Kementerian Perdagangan mengenai bagaimana cara melakukan usaha 
yang baik. Bagi konsumen penting untuk memperbanyak pengetahuan 
dan referensi mengenai klausula baku sehingga konsumen tidak 
dengan mudah mau menerima klausula baku yang merugikan dirinya. 
Dengan selektifnya konsumen maka akan tercipta skema pasar baik 
sehingga pelaku usaha tidak dapat dengan bebas menciptakan klausula 
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Surat izin penelitian wawancara. 
 
 
